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TEIYTANG
PELIMPAHAII WEWENANG NTPADA SATUA.IT I(ER.,A PERAITGI(ATDAERAII T'NTT'K PERCEPATAN PN'oVAUon rO.AN<EW GA'I BERI.^IA SDCARAOITOMATIS BERtsASIII TEKNOIOGiI NW'ONrMS Or ISBUPATEIT MOROWALI

DENGAIT RAHMAT TUHAN YANG UAHA ESA
BUPATTTROWALr,

Menimbang: a' bahwa berdasarkan ketentuan pasai r2T dan pasaiiz' uqqaag-u-neiaag i'[omor 5 Tahun zoi+ tentangio*u*.sip Negara, 
- 
dipandang penu menJrusun suatu sistemdalam pengelolaan adminitrasi l"p"!u*"i"r, untukmenjamin keterpaduan dan akurasi d.t" a"f._ Si","rnInformasi Aparatur Sipil Negara;

h. bahr_rra 
.Kenaikan Gaji Berkala masih menrrtrnakgn sister:r

manua-l y.ang terpusat di Badan Kepegaw?an p.naia*.r,
dan pelatihan Daerah:

c. baiiwa rlalaiii. ia.iigka pi;laksa-iiaari iiiiiiiajui.(iuii kupcgawaiiiiiyang profesional dan berkualitas perlu p".i.out rrpelayanan pengalihan/pemberian t.*."*g"' ;;;;;;;*"Kenalkan Galr uerkala berbasrs .l,elfiolo$ lniorma"r; 
- --

d. bahwa untuk memenuhi maksud seblagaiman; iersebutpada huruf a, huruf b dan huruf " p..f.r,, 
- 

"r.".,."pt".,pcraturan Bupati Morowali tcntang pelimpahan Wewe'nangKepada S_1tu11 Kerja perangkat -Oaerat 
Untuk krcepatanFe!a}:nan_ Kenaikan Gaji Beno-la s.^."", 

't.n*"i". 
- --#'""i"

Teknologi Informasi di ffabupaten Morowali

Mengingat : I . undang - Undang Nomor sr rahun 1999 tentangpembentukan pembentukan Kabupaten S""1, K^t";"r";Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan 1L._6..*Nesa:a Repr-rtrlik Indonesia T-ahun iqss r.lorr,o.-"'r zq.Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneai IV#o.3900), sebagaimana telah aiuUatr i"ngn U"a.rg U"i"rglJoi;ior L l. Tajiun 200C pcmbatra_n Unlalg_UrrJarig-ilrrro.
51 Tahun 1999 Tentang pembentukan liabu;;;;- Buol,



4.

q

6.

Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966!:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2C 1"1 liuiiii.ir f,, Taiiila,liari Lci;iLar-:ri iicgiL^-a RcpiiLlik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kdi diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas
I.Indanq-I lnclanq Nomor 23 Tahun 2O14 tentan!1
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Repubiik incionesia Tahun i977 i'iomor i i, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentans Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndone-sia Nomor 5 135).
Feraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 I tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ((l,embaran
:\1.........-.,.. n..-..,,1..1:1. r _ - - I . . _ . . . . . : . . ,T!..1..._. an 1 I \y,.-_..._. 17-\ |rru6,cLr d. r\LP LrulrA ltlltut.tvsl'ct t anllllt av L t -trulurJl L/2 r,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasiona-l Pengembangan E-
Government:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tenta-ng Pedoman Pengelolaan Pelayaral Informasi dan
!-\^r-'' .-r--lcei ;; f i--1."'"-.rr lln'r.-rrt^.ie'. n-l--. N-.'-,-i

dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
Peraturan ivienteri Daiam i,iegen Repubiik indonesta iiomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000
tentsng -Sistem Informasi Manajemen Kepegau'aian
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7.

8.

10.



11. peraturan 
- 
Kepa_la Badan Kepegawaian Negara Nomor lgTahun 20.1 I tentang pedoman pengelolaa_i Tata NasUfrKepegawaian pegawai Negeri Sipil;

t o. perat-rrT^ 
_Kepala Aadan feiegas,aian Neoera Nomo:- lTahun 2Ol3 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturanpemerintah Nomor 46 Tahun 2OIL tentang p""ilar""

i.i.csi.asi iicija lcgawai lic6cri Sipil;
13. peraturan 

lGpala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11Tahun 2013 tentang pedoman penyelen{gara"r, Oitl",
Kepemlmprnan .lingkat ll;

14. peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun
2008 tentang Kewenangan Kabupaten Morowali
(Lembaran, Daerah Kabupaten Morowali i"ttrt zoos No,,.o.
02, Tambahan kmbaran- Daerah 0123);

MEMUTUSI(AI{:

Menetapkan : pELIMpAHAI' WEWEIyAltc IG'AITA .ATUAI' KER^'A
PTRANGKAT DAERAII T,IVTT,I( PERCEPATAI{ TAT.EYINATV
I{ENAII{AIY GA'I BERT{AIA SDC/IRA ONOMATUI BERBASIS
1EXINOIOGT IilTOMAST DI I(A:BT'PATEN MOROWALI

KErE#f;Aiuuuu
Pesal f

!a!rn Pe3turan Bupati ini yang dimaksud dengan ;i. Daerah aciaiah Kabupaten iviorowaii.
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu

bupati/wali kota dan bewan perwakilan Raiqrat Daerahkabupaten/kota datam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menladi 
- 

keriJnangan Daerah
ka-br-rpaten/kota..

3.

4.

6.

lejapal Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah
Pejabat pembina kepegawaian Bupati Morowali.
Fcgawai licgcr.i Sipil yaiig sclailuiiiya disubut plJS ai1--1.1
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetai oleh pejabaipembina kepegawatan untuk -.rrOuiux, laoatanpemerintahan.

l3!1lr Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disinekatSKPD adalah Satuan Keda e-rangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowili.
Kenaikan Gaji Berkala atau disinqkat KGB adalah Kenaikan
C3ji VanS diberikan kepada pegawai Negeri Sipil (pNS) yang
telah mencapai masa kerja golongan yad ditenttukan
uttuk kcir;iika.l C;iji Bcikala yait- sciiap 2= (dua) Ta-liuii



sekali dan memenuhi syarat sesuai sesuai peraturan
perundang-undangan.

7. e-KGB adalah sistem berbasis komputer yang menyimpan,
menerelnl:- dan/atsrr mener-imn dntn kenegar_r.,n i-a n secnra
online yang akurat, berkualitas, dan tepaf ,ru'"t t.,.

B. Sasaran Kerja Pegawai atau disingkat SKp adalah rcncarra
keija dain i;ir-ge [. Jiir-rg alian dicapai uleh pliS.

9. Tekonologi Informasi adalah ki:terangan, pernyataan yang
megandung nilai, makna baik data dan fakta
menggunakan jaringan layanan berbasis
teknologi/ komputer secara online.

10. Administrasi Kepesawaian ada_lah selurrh proses
pengelolaan kepegawaian melalui layanan e-KGB.

11. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang
ii;i:1.?i:.:.li-:r:laa.i1.... -^,1.la!...! rr i^,1fa,art_,.-..lra,r i/.,-i.,a!! !r !!. i igr ib .c\,vaj,i!a!i.e : 

^
12. SKPD pengelola e-KGB adalah SKPD yang diberi

tanggungiawab dan wewenang dalam pengelolaan e-KGB
peq4 q4i! $gde r44Ciqg -sl49i4C s-esua! tugaq pat(s4 cia4
fungsinya.

13. Pengelola e-KGB adalah pegawai yang membidangi
Kepegawaian dan umum yang ditunjuk oleh Kepala SKPD
yang membidangi Kepegawaian dan umum untuk
rnela&sarral<arr peneelolaan e, KGB.

14. Pelaksana Pengelola e-KGB adalah pejabat yang ditunjuk
untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pelaksanaan e-KGB.

i5. Aiiiiiiiiisi:aLvi' c-l'iCB sclaiijui:iya. ilisiiigkai. Adiiiiri c-IiCE
adalah pegawai pada SKPD mempunyai tugas mengelola
aplikasi e-KGB dan mengkoordinir Operator e-KGB.

16. Administrator SI(PD yang selanJutnya drsmgkat menjadl
Admin SKPD adalah merupakan bagian dari Admin e-KGB
yang mempunyai tugas mengkoordinir Operator e.KGB.

17. Opcrator e-KGB adalah pelaksana yang ditunjuk dalam
pengelolaan e-KGB di SKPD.

'! 8. Penselola Kene-o.qqraian ednlnh PNS nnda SKPD,/IInit Kerin
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yang
memberikan layanan kepegawaian.

BAA II
MAKaUD TUTA{ DAIir SASARAN

ra88l z
Maksud disusunnya Pelimpahan Wewenang Kepada Satuan
Keria Perangkat Daerah Unhrk Ferwpa.tan Felaranan lGnaikan Gaii
Berkala Secan Otomatis Berbasis Telceologi Informasi di lGbupaten
Morowali adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan
a-d-ministrasi kena-ikan gaji berkala. di lingla-rngan Pernerinta.h
Kabupaten Morowali.



Pasd 3

Sistem Pelimpahan Wewenang Kepada SKPD Unb:k Fercepatan

Feiayanan Kenaikan C'4ii Bed<ala Secara Otomatis Berbasis Teiorologt
ln{hlnr=si Di !'.nh rneten Mr.'rnmli hertrttrtan
a. terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan data

Kepegawaian secara optimal;
b. terwujudnya database Kepegawaian khususnya menyangkut

Kenaikan Gqji Berkala yang mampu mendukung
pelaksanaan manajemen kepegarvaian:

c. terwujudnya Tata Naskah Kepegawaian yang tertib,
teratur, dan berkesinambungan;

.1. ici-;*i:iucliil a sis'.cl;i Iiifoililasi lJa-iiajtliiuii iiipcga"vaia.ii
yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen
Fegawai Negeri Sipil Daerah secara optimal berbasis
tei<noiogi informasi.

Palsl 4

Sasaran Pelimpahan Wewenang Kepada SKFD Untuk
krteeatan Fel4ranan hienaikan Ctqii Beri€ia Secara Otomatis Berbasis

feicroiogr iniormasi <ii irabupaten iviorowali aciaian tercaparnya
kelancaran administrasi, ketepatan waktu dan efisiensi dalam
layanan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.

BABItI

PROSEDUR PENGALIHAN ITTNAII$N GA.'I BERKAI,A

P$al 5

(1) Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil ditandataneani

{2)

(3)

!n\

(5)

oleh Kepala SKPD;
Kenaikan Gaji Berkala Kepala SKPD dan/atau Pejabat

eselon II b ditand-atangani oleh Sekretaris Daerah:
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil yang ada di
wilayah Kecamatan ditandatangani oleh Camat;
tientka'-r Gaji Berk-lar Sekre*.aris Daieiail: di":'ndil&i:-iga:-ii

oleh Bupati;
Kenaikan Gaji Berkala ditujukan kepada Kepala Dinas

Penciapatan ienggeioiaan Keuangan cian rtset Daerah oan

tembusan kepada Instansi terkait.



BAB IV
SYARAT KENAIKAI| GA"'I BERI(ALI\

Pasal 6
(1) Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk

Kenaikan Gaji Berkala yaitu 2 (dua) Tahun;
(2) Penilaian pelaksanaan Sasaran Kine{a pegawai dengan niiai

ra t: -ra ta sekr-:ran g,_kuran gnva ohaik";
(3) Kenaikan Gaji Berkala pengangkatan umum diberikan

untuk PNS yang mempunyai masa kery'a golongan 2 (dua)
Tairuir ici'lii'iuiig scnciijak llJS .1ia:igkai rrrcrijadi Cpl.l S ;'(4) Kenaikan Gaji Berkala pNS pengangkatan jalur khusus
(datab ase) menyesuaikan dengan masa kerja;

(b.) yeniiaian lrehadiran pNS berciasarkan absen tin;er otomatrs
minimal 80o/o (delapan puluh persen) 1 Tahun terakhir.

(6) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud diatas dalam
ayat 5 (lima) lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasd 7
(1) Pejabat pembina kepegawaian dan/atau kepala SKpD daoat

menunda Kenaikan Gaji Berkala apabila tidal memenuhi
sr.rara t sebaqaimana dimaksr.td parla nasal 6 (enam\ avat )
(dua) dan 5 (lima).

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat I (satu) paling
lur:rrr i {sa'r-u) [*t.;rl.

BAB V
4AI. DIiII- !iE-W44,-IE4!r PEqAT.AI ITEGERI aIPD

Pasal 8

{1) Setiap pegawai Negeri Sipil berhak mengeta}rui dan
mengakses informasi data e-KGB melalui operator e-KGB:
Setiap pegawai berkewajiban menyampaikan perubahan data
keneoctt'"i"r'r melalrri e-KGB 2 /drra) Rrrl.qn seheh:m n aknr
Kenaikan Gaji Berkala melalui pejabat pengelola
kepegawaian di SKPD/Unit Kerja masing-masing dengan
i;iiclaiiipii'kari i.i<;kuii;icii pciiilukuiig,;
Dokumen pendukung debagaimana dimaksud pada pasal g
ayat 2 adaJah i

a. Foto copy Surat Keputusan dalam pangkat teral<hir;
b. Foto copy Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
c. Foto copy Strrat Keputusan/pemberitahuan Kenaikan Gaii

Berkala teralhir;
d. Salinan sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan rata-

e. Rekapitulasi daftar hadir finjer minimal 80olo (deiapan
puluh persen) 1 tahun terakhir.

(2)

(3)



f. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas
belajar membuat laporan hasil kegiatan belajar dari
Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan belajar.

BA8 VI
PENGELoLtt *nj:t$: GA"n BERI(ALA

(1) Pengelola layanan "-*oi'-*rusanakan sKPD masing-

- ^ -.i- d.

tZt U"t"t' melaksanakan pengelolaan e-KGB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pengelola terdiri dari:
a. Ke;raia SI{F'D seiaku Koor'riiriator Perigeiola e-KGB.
b. Sekretaris SKPD;

(3) Pelaksana Pengelola e-KGB sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 (dua) huruf b da-lam pelaksanaan tugasnya dibantu
oleh :

a. Kasubag Kepegawaian dan Umum Sekretariat SKPD;
b. administrator e-KGB;

(4) Administrator e-KGB SKPD sebagaimana dimaksud pada
a-ya-t 3 (tiga.! hr-rn-rf b lrerkedr-tdukan di SKPD:

(5) Administrator e-KGB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

huruf b ditetapkan oleh Kepala SKPD;
i6) Adiiiiiiisti'a'iai c-I'iCB ili Sclii'ctai'iai Daci'a'ii tcikci.luilukaui ili

Bagian Umum.
(7) Penetapan administrator e-KGB secara berkala setiap

tahunnya dapat dlperbaharul sesual ke butuhan.

BAA VII
TUGAS PENGELOI"A KENAIKAIT GA"'I BERKALI\

Pasd 1()

Koordinator Pengelola e-KGB sebagaimana
Pasal 9 ayat (21 huruf a, mempunyai tugas :

dimaksud dalam

a. mengkoordinir penyusunar' penyempurnaan dan
pengembangan prosedur dan sta-ndar e-KGB;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan e-KGB; dan

c. Menetapkan Kenaikan gaji Berkala di SKPD/Unit kerja
masing-masing.

Pasd 11

Pelaksana Pengelola e-KGB sebagaimana dimaksud dalam Pasai

Gaji Berkala;

kerja untuk

g ayat \'2:| huruf b, mempunyEu tugas:
a. 

-memeriksa 
kelengkapan adminsitrasi Kenaikan

b. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan e-KGB;

c. mengusulkan kepada kepala SKPD/Unit



ditetapkan; dan
d. Pengelola Kepegawaian pada SKpD/Unit Ke{a dilingkungan pemerintah Kabupaten Morowali wqiib

nenghimpun setiap dokumen kenegarr,,aian .rans men;acti
tugas dan tanggungiawabnya.

Paoal 12

Administrator e-KGB se.bagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat
(3) huruf b mempunyai tugas :

i. meiakukan i<iariiikasi, veriilkasi, cian vaiiciasi ciara rerhaciap
hasil pengolahan administrasi kepegawaian SKpD/unit kerja;

2. menangani permasalahan teknis yang te|'adi pada angka i
^ ("utrl untuk menjamin kehandalan dan ketlrsediaan layanan;
3. membangun, mengembangkan dan memelihara data

kenega'.vaian, orog!.am aplikesi e _KGB cJan aolikasi
pendukung lainnya;

4. membangun, memelihara dan mengembangkan sarana dal
p.r asiir-.iiia pciitiiikiiitg jariitgari c-IiCB; tlari

5. menyusun dan mClaporkan pelaksanaan tugas kepada
kepala SKPD.

xnn urasrai*BoHl xrpEcAwAnx
Pasal 13

(1) Administrator e-KGB dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana ciimaksuci ciaiam Fasai i2 berianggung jawab
atas kebenaran, kerahasiaan administrasi kepegawaian.

Ql Data dan adminitrasi kepegawaian ridak 
- 
diperkenankan

._ diberikan kepada pihak lain tanpa seizin kepala SKpD;
(3) Apabila terjadi perubahan pada hak akses berupa user IDrlnnlatnr: k=tn s:andi/la-s.srl_n ft|. agnr segern 

-rJilannrk-"n

kepada kepala SKPD/unit l@4
(4) q"k akses sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditctapkan

oich ke paia SKFD masiag-it:rasing.

BAB f,K
SARANADAN PRASARAXA

Pasal 14

Dalam pelaksanaan e-KGB diperlukan sarana dan
prasarana yang menunjang operasional e=KGB.
Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sistern ja.rinqLn komputer. jaringan internet. dan sen,er.
Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perangkat keras, aplikasi e KGB, dan perangkat lunak

(1)

(2)

(3)



(41 Penycdiaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan wewenang
SKPD/Unit ke{a.

BAB X
EvAruAsL?l: T3**

(1)Kepala sKPD ,,"" 
^;;;; 

pengelola kepegawaian
::::1a-L,:-rka:: e"-alrasi terharl'e.p Cat:. dl-n rltrn.r-sl
kepegawaian.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
,iiiapor kaii kepa,ia Pejabat Periibiria Kepegawaia-ri.

Pasal 16

(1) Administrator e-KGB secara berjenjang menyampaikan
laporan kepada kepala SKPD atau pejabat pengelola
kepegawaian;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat l(satu) disusun
berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam e-

KGB dalam bentuk cetakan (ttard ap[.
(3) Pemanfaatan dan penggunaan laporan data kepegawaian

l--.er'!ah-: sarnpai <lengan periode laporan Kenaikan Gaji Berkala

berikutnya.

BAB XI
PE}IBIAYAAN

Pagd 17

Segala biaya Yang diperlukan dalam pelaksanaan e-KGB

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Morowali.

BAB XII
XDTENTUAN PERAIIII/${

Pagal 18

Peiaksanaan Pelimpahan wewenang kepada Satuar lie{'a

lerangj<at Daerah urruf peraptatt peiayanan ian'aii<al g4i 'rericaia

secari otomatis berbasis- telcrologi inforrnasi di kabupaten morowali

berlaku efektif pada Tahun 2OlT setelah tersediarrya saran'a dan

pu:asarana e-KGB.



BAB XIII
TETEilTUAN PEIYUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.
Agar .setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
clala-rn Benta- Daera_h Ka.br rlra.ten Mororvali,

Pl{ R,q F K,OCI RLrr I tlA$l Ditetapkan di Bungku
p:ri.lii i;::iggiil {} Otbh" gOt6

BUPATIMOROWALI.

pada tanggat ?g oltrf,r<" ?otb

MAIDZUN ILWAN RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MoRowALI TAHUN 2016 NoMoR o2c.

-; i' r:,i::r:..: ;:r , ,;..!,1dgJj


